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vang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan *

(Q.S. Al-Mujadalah Ayat 11)
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baginya jalan menuju Surga. “

(HR. Muslim No. 2699).
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ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024
MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA

Oleh :
ADI BALADIKA

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024
berawal dari sebuah perjanjian adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
sehingga pihak yang dirugikan menggugat ke pengadilan mulai dari tingkat pertama
(Pengadilan Negeri), tingkat banding (Pengadilan Tinggi), tingkat kasasi
(Mahkamah Agung) sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali hingga
perkara tersebut diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan meneliti bahan pustaka dan berfokus pada peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), teori hukum dan doktrin. Hasil
penelitian tesis ini adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit
Modal Kerja belum mempedomani Pasal 1365 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 dan asas Nullum judicium sine lege
processuali yang mengandung makna bahwa hak seseorang untuk mengajukan,
membela, atau memperjuangkan haknya di depan pengadilan tidak boleh dibatasi
kecuali secara tegas diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dalam
perkara a quo juga telah terjadi kerugian telah nyata, hubungan kausal telah terjadi
dan hak gugat telah lahir, sehingga tidak terpenuhi unsur prematuritas.Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai
Pemberian Kredit Modal Kerja bagi Pemohon Peninjauan Kembali belum
memberikan keadilan. Perkara a quo yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum
yang diwajibkan menunggu inkracht pidana, maka proses dapat tertunda bertahun-
tahun tentunya kepastian hukum bagi korban terabaikan yang bertentangan dengan
asas peradilan efektif (peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan) dan prinsip
access to justice (hak atas akses ke pengadilan), due process of law (proses hukum
yang adil) dan legalitas dalam hukum acara (pembatasan prosedural harus berbasis
norma tertulis).

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung, Peninjauan
Kembali, Perdata, Kredit Modal Kerja.



ABSTRACT

JUDGE'S CONSIDERATIONS
SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
IN THE REVIEW OF CASE NUMBER 153 PK/Pdt/2024
REGARDING THE GRANTING OF WORKING CAPITAL CREDIT

By:
ADI BALADIKA

The Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 153
PK/Pdt/2024 originated from a contract involving default and unlawful acts, leading
the aggrieved party to file a lawsuit in court starting from the first instance (District
Court), appellate level (High Court), cassation level (Supreme Court), up to the
legal effort of Judicial Review until the case was decided thru the Supreme Court
ofthe Republic of Indonesia Decision Number 153 PK/Pdt/2024. This research uses
a normative juridical method by examining library materials and focusing on
legislation, jurisprudence (court decisions), legal theory, and doctrine. The result of
this thesis research is that the Judge's Consideration in the Supreme Court of the
Republic of Indonesia Decision Number 153 PK/Pdt/2024 regarding the Provision
of Working Capital Credit has not adhered to Article 1365 of the Civil Code, the
Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 1956, the
Supreme Court Circular of the Republic of Indonesia Number 4 of 1980, and the
principle of Nullum judicium sine lege processuali, which means that a person's
right to file, defend, or fight for their rights in court should not be restricted unless
explicitly regulated by law. Furthermore, in the case a quo, there has also been a
clear loss, a causal relationship has occurred, and the right to sue has arisen, thus
the element of prematurity is not fulfilled. The decision of the Supreme Court of
the Republic of Indonesia in Case Number 153 PK/Pdt/2024 regarding the
Provision of Working Capital Credit for the Petitioners for Judicial Review has not
yet delivered justice. The case a quo, which is a lawsuit for Unlawful Acts that is
required to wait for a criminal verdict, can be delayed for years, thus neglecting
legal certainty for the victim, which contradicts the principles of effective justice
(simple, quick, and low-cost justice) and the principles of access to justice (the right
to access the courts), due process of law (fair legal process), and legality in
procedural law (procedural restrictions must be based on written norms).

Keywords : Judicial Considerations, Supreme Court Decision, Review, Civil Law,
Working Capital Credit.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Putusan Hakim Peninjauan Kembali yang berawal dari sebuah perjanjian
antara kreditur dan debitur dimana adanya sengketa yang muncul karena
pelanggaran pada perjanjian dimana pihak yang dirugikan mengajukan gugatan
ke pengadilan dari mulai tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi
hingga upaya hukum peninjauan kembali.

Alur sederhananya adalah perjanjian terbentuk dimana dua pihak atau
lebih membuat perjanjian mengenai jual beli, sewa menyewa, utang piutang,
kerja sama dan lain-lain. Misalnya Perjanjian antara kreditur dan debitur baik
individu atau perusahaan dengan pihak perbankan mempunyai hubungan
hukum karena perjanjian terkait dengan kerja sama bisnis atau kerja sama
lainnya yang diatur dalam sebuah perjanjian. Perjanjian yang sah harus ada
sepakat, cakap hukum, objek tertentu dan sebab yang halal.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur diikat oleh suatu perjanjian
yaitu pihak kreditur selaku pihak yang berpiutang dan debitur sebagai pihak
yang berutang. Utang piutang tersebut dapat dengan jaminan ataupun tanpa
jaminan. Jaminan digunakan sebagai tanggungan atau jaminan apabila debitur
tidak mampu melunasi utang pada masa perjanjian yang disepakati oleh

kreditur dan debitur.?

! Supriyadi, 2020, Hukum Perkreditan dan Penyelesaiannya (telaah penyelesaian
secara non litigasi), Qahar Publisher, Semarang, hlm. 7.



Salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian atau ada
perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian biasanya para pihak mencoba
menyelesaikan secara musyawarah, mediasi atau arbitrase. Jika tidak tercapai
kesepakatan, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata ke
pengadilan. Dasar gugatan adalah adanya pelanggaran pada perjanjian atau
wanprestasi yang munculnya kasus/peristiwa hukum karena adanya perjanjian
antara para pihak.

Kasus yang terjadi di kota Palembang terkait dengan Perjanjian Kredit,
perusahaan yang bergerak di bidang Event Organizer menyelenggarakan
kegiatan Lanud Expo Fun Offroad 2019 lalu mengajak seorang individu yang
merupakan rekan dari direktur utama perusahaan tersebut untuk bekerja sama
menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Perjanjian kredit adalah kesepakatan antara dua pihak yang terdiri dari
pihak kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) dan pihak debitur (pithak
yang menerima pinjaman). Namun ada sejumlah hal penting yang harus
menjadi perhatian dalam memberikan layanan pinjam meminjam dan perlunya
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan atau menyalurkan
pinjaman/kredit kepada calon debitur.?

Individu tersebut kemudian tertarik untuk bekerja sama dengan
perusahaan menyelenggarakan Event Organizer kegiatan Lanud Expo Fun

Offroad 2019. Saat itu, individu belum mempunyai uang tunai untuk

2 Sip Law Firm, “Jenis dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit”, dalam
https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id, diakses pada hari rabu, tanggal 19-03-
2025



https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id

melaksanakan kegiatan kemudian disarankan oleh perusahaan agar
menggunakan Sertipikat Hak Milik/sertifikat tanah milik individu tersebut
sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke bank
untuk menyelenggarakan Event Organizer kegiatan Lanud Expo Fun Offroad
2019.

Sertipikat Hak Milik/sertifikat tanah milik individu yang digunakan
sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke bank
untuk menyelenggarakan Event Organizer kegiatan Lanud Expo Fun Offroad
2019, terlebih dahulu individu tersebut diangkat menjadi salah satu komisaris
di perusahaan yang berdasarkan akta perubahan keputusan rapat yang telah
mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris.

Sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak
seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut
menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang tanah tertentu dan
pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh
instansi yang berwenang. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat.®

Kredit modal kerja atau kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan

untuk meningkatkan usaha. Kredit modal kerja ini khusus diberikan kepada

3Klaudius Ilkam Hulu, Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Bukti
Kepemilikan Hak, Jurnal Panah Keadilan : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Vol. 1
Nomor 1, Februari-Juli 2021.



pelaku usaha, yang akan mengembangkan usahanya atau meningkatkan
produktivitas usaha, berupa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).*

Permasalahan yang terjadi individu yang telah diangkat sebagai
komisaris di perusahaan dimana Sertipikat Hak Milik/sertifikat tanah milik
individu yang digunakan sebagai jaminan untuk pengajuan Kredit Modal Kerja
namun kenyataannya perusahaan diduga menggantikan nama orang lain
sebagai komisaris tanpa sepengetahuan individu tersebut dan tidak melibatkan
individu tersebut (dugaan wanprestasi) dalam administrasi mulai dari
pengajuan hingga pencairan Kredit Modal Kerja.

Sertipikat Hak Milik individu yang dijadikan sebagai jaminan oleh
perusahaan untuk pengajuan pemberian Kredit Modal Kerja untuk
penyelenggaraan kegiatan Event Organizer saat ini masih ditahan pihak bank
karena belum mengembalikan pokok dan bunga Kredit Modal Kerja.

Penyelenggaraan kegiatan Event Organizer juga diduga tidak sesuai
dengan yang diperjanjikan (dugaan wanprestasi), semula kegiatan tersebut
adalah kegiatan Lanud Expo Fun Offroad 2019 namun kenyataannya pada saat
pengajuan Kredit Modal Kerja, kegiatan yang diajukan adalah Gathering
Festival Taro 2019, Bubble Gun Fun Run 2019, dan Booth Youth & Community

Telkomsel 2019.

4 Nurul Inayah, I Ketut Kirya dan I Wayan Suwendra, Pengaruh Kredit Modal Kerja
terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sektor Formal, e-journal
Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol. 9, Tahun 2018.



Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang
buruk.® Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera
janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.® Adapun yang dimaksud
wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau
kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah
ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.’

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan
wanprestasi Sebagian.® Wanprestasi total jika debitur tidak melakukan apa
yang diharapkan untuk dilakukan oleh mereka atau jika mereka melakukan
sesuatu yang menurut preseden tidak diperbolehkan, sebaliknya, wanprestasi
sebagian, jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi tidak persis
seperti yang diminta, atau jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi
ditunda.’

Wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan (PT. Langit Biru
Bersaudara) terhadap individu dan juga telah menggunakan Sertipikat Hak
Milik untuk pengajuan Kredit Modal Kerja dan adanya Perbuatan Melawan

Hukum yang dilakukan perusahaan, sehingga individu tersebut mengajukan

5 Dsalimunthe Dermina, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Al-Magqasid, Vol. 3, Issue 1, Januari 2017.

6 Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 578.

” Dsalimunthe Dermina, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Al-Magqasid, Vol. 3, Issue 1, Januari 2017.

8 Ramadhani, Dwi Aryanti, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, Perpustakaan UPN
“Veteran” Jakarta, Vol. 15, Issue 17, Desember 2012.

9 Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum
Wanprestasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, Jurnal I[lmu Hukum “The Juris”, Vol.
2, Desember 2022.



gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palembang karena telah dirugikan
dengan Sertipikat Hak Milik yang masih ditahan pihak bank.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang diputus oleh
majelis hakim dalam Judex factie Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Plg,
dalam pokok perkara yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
Penggugat yang dimaksud adalah individu yang memiliki Sertipikat Hak Milik
yang dijadikan jaminan dalam pengajuan Kredit Modal Kerja.

Pihak tergugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi
Palembang, kemudian diputus dengan Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PLG
yaitu menguatkan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Plg yang dimohonkan
banding tersebut.

Pihak tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian
diputus dengan Putusan Nomor 979 K/Pdt/2023 yang membatalkan Putusan
Nomor 53/PDT/2022/PT PLG yang menguatkan Putusan Nomor
194/Pdt.G/2021/PN Plg, sehingga dalam hal ini penggugat/individu yang
memiliki Sertipikat Hak Milik yang dijadikan jaminan dalam pengajuan Kredit
Modal Kerja dalam kegiatan Event Organizer tersebut mengajukan
permohonan untuk peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang diputus
melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153
PK/Pdt/2024.

Berdasarkan penelusuran dan temuan penulis terhadap Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 PK/Pdt/2024, dalam amar

putusan tersebut isinya adalah menolak permohonan peninjauan kembali dari



pemohon peninjauan kembali dan menghukum pemohon peninjauan kembali
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Peradilan di Indonesia mengenal tiga tingkatan pengadilan yakni
pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan
tingkat tingkat kasasi. Untuk menyebut tiga tingkatan proses peradilan ini
dikenal dua istilah judex factie dan judex jurist. Judex factie merupakan hakim
yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak
perkara tersebut. Sedangkan, judex jurist merupakan hakim yang memeriksa
penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di
pengadilan judex factie.°

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke
Pengadilan Negeri yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung
suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu
pembuktian kebenaran suatu hak.!!

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Plg (tingkat pertama), Putusan
Nomor 53/PDT/2022/PT PLG (tingkat banding), Putusan Nomor 979
K/Pdt/2023 (tingkat kasasi) dan sampai dengan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 153 PK/Pdt/2024 (peninjauan kembali). Perlu

10 Aida Mardatillah, “Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan”,
dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-
praktik-peradilan-1t61f193261ccla/, diakses pada hari minggu, tanggal 23-03-2025

" Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet
Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak, Jurnal Hukum Unissula,
Volume 39 Nomor 1, Tahun 2023.



https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/

adanya dasar pertimbangan hakim atau legal reasoning terhadap kepastian

hukum.*?

Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal

Kerja adalah sebagai berikut :

1.

Putusan judex juris (penerapan hukum) didasarkan atas kekhilafan hakim
atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan. Pertimbangan judex juris
adalah tepat dan benar menurut hukum. Selain itu penggugat/pemohon
peninjauan kembali sebagai subjek hukum manusia yang telah dewasa
semestinya menyadari setiap risiko atas perbuatan hukumnya sendiri,
dalam perkara ini penggugat/pemohon peninjauan kembali setuju untuk
menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas tanah miliknya sebagai modal atau
kontribusi dalam perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat
(Direktur PT. Langit Biru Bersaudara);

Penggugat diangkat sebagai komisaris, tanah Sertipikat Hak Milik milik
penggugat/pemohon peninjauan kembali yang dijadikan jaminan untuk
memperoleh kredit untuk kepentingan PT. Langit Biru Bersaudara,
penggugat/pemohon peninjauan kembali telah menandatangani surat kuasa
memberikan hak tanggungan nomor 302/2019 di hadapan Notaris/PPAT
Husnawaty, pada surat kuasa ini penggugat setuju untuk memberikan hak

tanggungan atas SHM miliknya guna menjamin pelunasan utang PT. Langit

12 Mursyid, Abdul Latif Mahfuz, Khalisah Hayatuddin, Hambali Yusuf, Pertimbangan

Hakim Mahkamah Agung atas PHK Sepihak Pekerja yang bekerja di Dua Perusahaan (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021, Innovative : Journal of Social
Science Research, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2023.



Biru Bersaudara telah menunggak dalam membayar kewajiban
berdasarkan perjanjian kredit. Kemudian penggugat/pemohon peninjauan
kembali menyadari risiko penyerahan SHM miliknya sebagai jaminan.
Kesadaran yang datang terlambat tidak boleh merugikan pihak yang
beritikad baik dalam perkara ini;

3. Maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan penggugat/pemohon
peninjauan kembali tersebut harus ditolak.

Pertimbangan judex juris adalah tepat dan benar menurut hukum yaitu
pada pertimbangan Hakim dalam putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan
bahwa perkara a quo harus dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang
berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan a guo prematur, maka hal tersebut
Penggugat dalam hal ini termohon kasasi harus membuktikan dengan salinan
putusan perkara pidana terlebih dahulu sebelum mengajukan Permohonan
Peninjauan Kembali, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak
karena gugatan a quo prematur. Dengan demikian, terdapat permasalahan
dalam pertimbangan Hakim pada putusan kasasi sebelumnya mengingat
Penggugat atau Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan haknya
kembali berupa Sertifikat Hak Milik yang masih ditahan pihak bank dan tidak
dapat mengajukan upaya hukum lagi setelah upaya Peninjauan Kembali ditolak
karena gugatan a quo prematur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pentingnya
penelitian ini untuk melihat secara komprehensif apakah pertimbangan Hakim

sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua orang terutama pihak yang
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dirugikan, agar dikemudian hari pihak yang berperkara, praktisi maupun
Hakim dapat lebih bijak dan lebih adil, sehingga penulis tertarik melakukan
penelitian tesis yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024 MENGENAI PEMBERIAN
KREDIT MODAL KERJA”.
B. Perumusan masalah
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai
Pemberian Kredit Modal Kerja ?
2. Bagaimana Keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit
Modal Kerja bagi Pemohon Peninjauan Kembali ?
C. Ruang lingkup
Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian keperdataan khusus
terkait dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian
Kredit Modal Kerja, juga tidak menutup kemungkinan akan membahas hal hal
yang terkait dengan objek penelitian.
D. Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai

berikut :
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a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian
Kredit Modal Kerja.

b. Keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal
Kerja bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan
ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang keperdataan terkait dengan
putusan Hakim yang berhubungan dengan pemberian Kredit Modal
Kerja.

b. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi,
penegak hukum terkait dengan putusan Hakim yang berhubungan
dengan pemberian Kredit Modal Kerja.

E. Kerangka teoritis dan konseptual
1. Kerangka Teoritis
a. Teori pertimbangan hakim

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa
peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya,
hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu
pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Hakim dalam
memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai

pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak
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menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Legal Reasoning
diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian
dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus
hukum. 3

Hakim dalam hal /egal reasoning ini berguna dalam mengambil
pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim
sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta
mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan
dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Tugas hakim
tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga
menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata
hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*

Legal reasoning atau ratio decidendi atau pertimbangan hakim
adalah  bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang
mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan
suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila
putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat

adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai

13 Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan
Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII
Nomor 2, Juni 2017.

14 Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan
Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII
Nomor 2, Juni 2017.
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pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan
“Ratio decidendi”.®

Menemukan ratio decidendi dalam suatu putusan biasanya
dapat dilihat pada bagian bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah
satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu ratio
decidendinya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law
system, ratio decendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans
“Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Ratio dapat ditemukan dengan
memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta
itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua
kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan
adalah Ratio decidendi putusan itu.®

Fungsi  Legal  Reasoning  adalah  sebagai  sarana
mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika
konflik hukum antara seseorang dengan seorang lainnya, atau antara
masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi
kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replica dan duplica
percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya system
penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum dan

lembaga peradilan. Putusan pengadilan atau yurisprudensi sebagai

1> Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan
Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII
Nomor 2, Juni 2017.

16 Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan
Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII
Nomor 2, Juni 2017.
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sumber hukum sangat penting artinya bagi praktik hukum. Pendekatan
perundang-undangan tidak selalu memberikan pedoman dalam
membangun argumentasi hukum. Dalam situasi tersebut maka untuk
memperoleh kepastian tentang kaidah yang relevan dapat ditempuh
dengan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum
dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim

dalam sebuah putusan pengadilan.t’

. Teori keadilan

Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu
mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan yang lainnya.
Pengembang lain teori keadilan adalah john rawls, menyajikan
tentang konsep keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan “Prinsip
kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan
agreratif (hasil pengumpulan) kelompok”.8

Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau
lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan
hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian
keuntungan dari kerja sama sosial. Lebih lanjut john rawls
menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu :

17 Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan
Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII
Nomor 2, Juni 2017.

18 John Rawls, 2006, A Theory of Justice Teori Keadilan, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, hlm. 26.
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1) Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan
dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap
orang.

2) Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi
yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat
timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka
yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.*°

Josef Pieper membagi keadilan menjadi empat macam, yang
meliputi iustitia commutative (hubungan antar individu), iustitia
distributive (keadilan adil dan merata), iustitia legalis atau generalis
(keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku) dan iustitia protective
(keadilan individu).?

Keadilan merupakan suatu nilai yang penting dalam hukum
karena keadilan bersifat individual, tentunya dalam pelaksanaan dan
penegakan hukum, masyarakat yang memiliki kepentingan di dalam
hukum menginginkan agar dalam pelaksanaan penegakan hukum
tersebut diperhatikan unsur-unsur keadilan. Kemudian keadilan
menurut Aristoteles dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu keadilan
distributif dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang
bersifat proposional yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa

yang menjadi haknya. Ini maksudnya bahwa keadilan yang dinilai

19 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum pada
Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajagrafindo Persada, Mataram, him. 31.
20 Ibid, him. 28.



16

disini adalah apabila setiap orang mendapatkan secara proporsional
apa yang menjadi haknya. Jadi keadilan distributif lebih cenderung
kepada penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan
antara masyarakat dengan negara, dengan pengertian apa yang
seharusnya diberikan kepada warganya oleh Negara.?!
2. Kerangka Konseptual
a. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan Hakim adalah alasan-alasan hukum maupun non
hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara.
b. Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung adalah pernyataan hukum yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan
tertinggi di Indonesia.
¢. Peninjauan Kembali
Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa dalam
perkara baik pidana maupun perdata yang diajukan ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia terhadap putusan pengadilan.
d. Perdata
Perdata adalah bidang hukum yang mengatur hubungan privat

kepentingan individu khusus terkait perjanjian, hak dan kewajiban.

2L Mursyid, Abdul Latif Mahfuz, Khalisah Hayatuddin, Hambali Yusuf,
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas PHK Sepihak Pekerja yang bekerja di
Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-
PHI/2021, Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2,
Tahun 2023.
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e. Kredit Modal Kerja
Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan
untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada
umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun. Prinsip
pemberian kredit dengan analisis 5¢ kredit.??
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
meneliti bahan pustaka dan berfokus pada semua peraturan perundang-
undangan, doktrin dari para pakar hukum, maupun putusan pengadilan.?
Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum
yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif
yang berlaku. Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.?*
2. Pendekatan Masalah
Jenis pendekatan masalah dalam penelitian banyak macamnya.

Terkait dengan penelitian hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam

22 Randy Quido Presley Jacob, Harijanto Sabijono dan Steven Tangkuman,
Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan Penilaian Agunan dalam
Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Manado, Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 2 Nomor 3, 2014

2 Mursyid, Abdul Latif Mahfuz, Khalisah Hayatuddin, Hambali Yusuf,
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas PHK Sepihak Pekerja yang bekerja di
Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-
PHI/2021, Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2,
Tahun 2023.

24 Zainuddin Ali, 2022, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm. 25.
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Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 PK/PDT/2024,
bahwa pendekatan masalah yang dipergunakan yaitu :
a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach);

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk
mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-
undang dengan undang-undang lainnya.?®

b. Pendekatan konseptual (Concept Approach);

Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide
yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.?®

c. Pendekatan kasus (Case Approach);

Penelitian kasus bertujuan untuk mengetahui secara mendalam
terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu
tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi
sosial yang terjadi dalam masyarakat.?’ Sehingga penelitian ini
menggunakan pendekatan kasus diharapkan akan mengetahui

bagaimana pertimbangan Hakim menerapkan norma hukum yang

%5 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group,
Jakarta, hlm. 133.

2 Ibid, him. 181

27 Ibid, hlm. 10-11.
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diterapkan, melihat konsistensi putusan yang pada intinya untuk
melihat bagaimana Hakim menafsirkan pasal dalam KUH Perdata.
Sumber Data/Bahan Hukum
Sumber data/bahan hukum untuk menyelesaikan isu mengenai
masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi (ketentuan, petunjuk
atau peraturan) mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan
sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum
primer maupun sekunder.?®
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai
otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas :2°
1) Peraturan perundang-undangan;
2) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu
peraturan perundang-undangan; dan
3) Putusan hakim.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum
yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri

atas ;%0

2 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta,
hlm. 141.

2 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm. 47.

30 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37.
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1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa
permasalahan hukum;
2) Kamus-kamus hukum;
3) Jurnal-jurnal hukum; dan
4) Komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut
merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum
primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,
ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum
Penelitian hukum lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan
atau observasi, dan wawancara atau interview.>:

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang
berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Data
tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif (pengamatan mendalam)
dan disimpulkan secara deduktif (penarikan Kesimpulan) berdasarkan

argumentasi menurut norma-norma hukum, asas dan prinsip hukum,

doktrin atau teori hukum.3?

31 Arikunto Suharsimi, 2013, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,
Rineka Cipta, Jakarta, him. 66.

32 Mursyid, Abdul Latif Mahfuz, Khalisah Hayatuddin, Hambali Yusuf,
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas PHK Sepihak Pekerja yang bekerja di Dua
Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021,
Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2023.
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5. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum
Teknik analisis data/bahan hukum yang digunakan dengan
penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis
normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat.>®

3 Zainuddin Ali, Op.Cit, him. 105.
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